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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur diucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan Tahun 2021-2026 yang memuat perencanaan kegiatan dan 

subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode ± 5 tahun dapat 

dilaksanakan secara optimal demi menwujukan visi dan misI organisasi. 

Pada dasarnya Renstra merupakan proses sistematis dan berkelanjutan 

dari mengorganisasi keputusan yang diambil dengan memanfaatkan 

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan usaha-usaha untuk 

melaksanakan keputusan tersebut, serta mengukur hasilnya melalui umpan 

balik yang sistematis dan terorganisir pula. Selain itu Renstra juga merupakan 

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 

tahun 2021-2026. 

Dokumen Renstra ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran 

personil pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan untuk konsisten menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian yang selalu berupaya 

mengedepankan kreasi dan inovasi melayani aparatur di lingkungan 

Pemerintah Kota Medan. 

Saran dan masukan yang konstruktif mengenai penyempurnaan Renstra 

ini sangat diharapkan agar kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan pada masa yang akan 

datang dapat meningkat. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih 

baik bagi keberhasilan program Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 

Tahun 2021-2026. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan khususnya dalam 

menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan senantiasa mendukung kebijakan reformasi 

birokrasi yang berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma 

pengelolaan sumber daya aparatur menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) 

unggulan pada masa yang akan datang.  

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

bertujuan mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari 

reformasi birokrasi yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas 

dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan 

menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

ASN merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Dalam undang-undang tersebut PNS didefinisikan sebagai 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat 

sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.  
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Gambar 1.1. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 

Dinamika perubahan paradigma ASN ini sudah tentu akan seiring dan 

selaras dengan visi dan misi Wali Kota Medan yang dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan. 

Oleh karena itu, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dijadikan pedoman 

dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 2021-2026. 

Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya ASN di lingkungan 

Pemerintah Kota Medan memerlukan adanya perubahan paradigma 

pengelolaan sumber daya aparatur guna menjawab kritik dan sorotan 

masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan 

pemerintahan yang baik (good governence). Oleh karena itu, sangatlah 

penting apabila upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan sekaligus membangun 

kompetensi, integritas, dan etika aparatur yang berkelanjutan agar tetap 

menjadi bagian integral dari pembinaan ASN secara keseluruhan.  

 

 

Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil

PNS

Pusat

PNS

Daerah

Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja
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Tabel 1.1. 

Komposisi PNS Pemerintah Kota Medan  

Menurut Kepangkatan 

Tahun 
Golongan Jumlah 

(orang)  I II III IV 

2017 139 1.931 7.777 5.260 15.107 

2018 139 1.799 7.848 5.272 15.058 

2019 127 1.568 7.595 4.711 14.001 

2020 111 1.412 7.368 4.258 13.149 

2021 108 1.520 7.237 4.094 12.959 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, April 2021 

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa sejak tahun 2017 jumlah PNS 

instansi mengalami terus mengalami penurunan (minus growth). Meskipun 

seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diselenggarakan 

selama tiga tahun terakhir, tetapi jumlah PNS yang memasuki usia pensiun 

dan yang mutasi ke luar instansi lebih banyak dibandingkan jumlah PNS yang 

direkrut melalui pengangkatan CPNS.  

Tabel 1.2. 

Komposisi PNS Pemerintah Kota Medan  

Menurut Kualifikasi Pendidikan 

Kualifikasi Pendidikan 
Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Doktoral (S-3) 5 0,04 

Magister (S-2) 1.237 9,55 

Sarjana (S-1 / D.IV) 8.014 61,84 

Diploma  1.739 13,42 

SMA sederajat 1.791 13,82 

SMP sederajat 89 0,69 

SD 84 0,65 

Jumlah 12.959 100,00 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, April 2021 
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Komposisi PNS Pemerintah Kota Medan menurut tabel di atas 

mengindikasikan bahwa SDM aparatur instansi telah mumpuni karena lebih 

dari dua per tiga PNS telah berkualifikasi pendidikan sarjana dan 

pascasarjana. Selain peningkatan kualitas PNS melalui upgrade pendidikan 

formal, langkah lain yang ditempuh adalah melalui pengembangan 

kompetensi PNS melalui pelatihan. Keberhasilan pembinaan ASN pasca 

pendidikan dan pelatihan (diklat) akan menjadi pilar yang kuat bagi 

pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis, dan 

dinamis serta ekonomi pasar sosial yang semakin terbuka. Oleh karena itu, 

perlu dibangun Pegawai ASN Kota Medan yang memiliki kekuatan dan 

kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu 

melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah. 

Saat ini peningkatan kualitas Pegawai ASN menjadi faktor penentu 

keberhasilan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan dalam melayani 

kepentingan dan kebutuhan publik. Berbagai kemajuan pengetahuan dan 

teknologi maupun budaya, serta dibukanya keran perdagangan bebas 

kawasan ASEAN sudah tentu membutuhkan tersedianya aparatur yang siap 

mengantisipasi disertai kemampuan menyesuaikan diri dengan 

perkembangan lingkungan strategis. Dengan kata lain pegawai ASN 

Pemerintah Kota Medan harus dapat bertransformasi menjadi aparatur yang 

profesional, berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi, berdedikasi 

terhadap pekerjaan, dan memiliki moralitas yang baik berdasarkan nilai-nilai 

agama dan budaya bangsa. Kondisi ideal ini harus dimiliki oleh seluruh 

pegawai ASN Pemerintah Kota Medan pada seluruh level jabatan, baik pada 

jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, maupun jabatan fungsional.  
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Tabel 1.3. 

Komposisi PNS Pemerintah Kota Medan  

Menurut Jenis dan Jabatan 

Jenis / Jabatan Jumlah 

(orang) 
PNS 12.959 

 1. JPT  36 

 2. Fungsional  7.338 

 3. Administrasi  5.585 

  a. Administrator 187 

  b. Pengawas 1.289 

  c. Pelaksana 4.109 

PPPK 99 

Jumlah 12.959 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, April 2021 

Upaya peningkatan kualitas Pegawai ASN tersebut memerlukan 

dukungan segala pihak terutama dalam perencanaan pengembangan. Aspek 

pembiayaannya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, program 

dan kegiatan yang akan diselenggarakan nantinya harus mengacu kepada 

kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Medan 

untuk menyediakan aparatur yang mampu mengelola tugas pelayanan dan 

pemerintahan sehingga diharapkan menjadi menjadi pribadi-pnbadi yang 

tangguh dan memiliki mentalitas yang dapat menjadi teladan bagi 

masyarakat. 

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan dapat 

mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa 

berorientasi pada hasil (result oriented) yang ingin dicapai selama kurun ±5 

tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang 

ada atau yang mungkin timbul, sekaligus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, 

arah kebijakan, dan strategi serta program, kegiatan, dan subkegiatan pokok 

yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. 
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Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka 

menengah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan yang didalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan 

menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keta Medan setiap 

tahunnya. Dan selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) sekaligus diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai dokumen awal 

dari pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan sesuai 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. 

 

B.  Landasan Hukum  

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Tahun 2021-2026 

adalah: 

1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

tahun 2015; 
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; 

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006-

2025; 

17. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-

2026; 

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan; 

19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah. 

 

C. Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan Tahun 2021-2026 dimaksudkan: 

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

serta menetapkan Perjanjian Kinerja setiap awal tahun anggaran; 

2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun 

anggaran sepanjang lima tahun ke depan; 

3. Sebagai komitmen Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan tentang arah perencanaan 

pembangunan kota yang diinginkan untuk lima tahun yang akan 

datang. 
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Adapun tujuan disusunnya Renstra ini adalah untuk: 

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Wali Kota Medan melalui RPJMD 

Kota Medan Tahun 2021-2026 ke dalam rencana kerja Pemerintah 

Kota Medan pada bidang kepegawaian; 

2. Menjabarkan visi dan misi Wali Kota Medan Tahun 2021-2026 ke 

dalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional; 

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja 

tahunan; 

4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan 

komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap 

perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas, 

serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 

 

D. Sistematika Penulisan  

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan disusun dengan sistematika sebagai 

berikut:  

Bab I     :  Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika 

penyusunan Renstra.  

Bab II    :  

 

 

Gambaran Umum Pelayanan  

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan sesuai dengan Peraturan 
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Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan 

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya diuraikan pula 

dukungan sumber daya Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, 

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan pada masa 

sebelumnya dan menjelaskan tantangan yang masih 

dihadapi dan perlu diatasi dan peluang pengembangan 

pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM pada 

masa yang akan datang. 

Bab III   :  

 

 

Permasalahan dan Isu-isu Strategis  

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan, faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan, dan isu-isu 

strategis yang harus dikedepankan Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota 

Medan. Termasuk kaitannya dengan instansi pembina 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. 

Bab IV   :  

 

Tujuan dan Sasaran 

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan yang selaras dengan visi dan misi 

Wali Kota Medan. 
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Bab V     :  

 

 

 

Bab VI    : 

Strategi dan Arah Kebijakan 

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan.   

Bab ini berisikan uraian program dan kegiatan yang 

merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang 

diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator-indikator 

kinerja, kelompok sasaran yang akan dicapai, dan 

ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber 

dananya. 

Bab VII  : 

 

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. 

Bab VIII : 

 

Penutup 

Bab ini berisikan penutup, memuat tentang catatan 

penting dan rekomendasi yang disarankan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN  

 

A.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

1.   Tugas dan Fungsi Organisasi 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan adalah perangkat daerah yang berperan sebagai unsur 

penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan kepegawaian Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota 

Medan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan 

manajemen Pegawai Neger Sipil Daerah Pemerintah Kota Medan. 

 Sebagai perangkat daerah yang membidangi kepegawaian serta 

pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan memiliki peran strategis 

dalam keberhasilan Kota Medan dalam meningkatkan kualitas ASN. 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan menyelenggarakan fungsi:: 

1. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia untuk terlaksananya manajemen ASN yang 

meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat 
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dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, pendidikan dan 

pelatihan, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan 

tunjangan, penghargaan, disiplin, pamberhentian, jaminan pensiun, 

dan jaminan hari tua serta perlindungan pegawai ASN; 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2017 

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, susunan organisasi 

terdiri dari: 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretaris: 

a. Subbagian Umum; 

b. Subbagian Keuangan; dan 

c. Subbagian Penyusunan Program. 

3. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai: 

a. Subbidang Mutasi; 

b. Subbidang Kepangkatan; dan 

c. Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN. 

4. Bidang Pengembangan Karir: 

a. Subbidang Jabatan; 
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b. Subbidang Disiplin; dan 

c. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja. 

5. Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian: 

a. Subbidang Data dan Arsip;  

b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan 

c. Subbidang Pengadaan. 

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: 

a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 

Sertifikasi; 

b. Subbidang Pengembangan Kompetensi; dan 

c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. 

7. UPT; 

8. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. 

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan  

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 
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a. Sekretariat 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi 

umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi 

pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas 

Kepala Badan. 

(2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra, dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional 

prosedur (SOP), standar pelayanan (SP), standar kompetensi 

jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 

laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk 

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; 

(c) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward 

and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup 

kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan; 

(d) pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana 

program dan kegiatan, SOP, standar pelayanan, standar 

kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, 

evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk 

terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Badan; 

(e) fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas 

Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana 

program dan kegiatan, SOP, standar pelayanan, standar 
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kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, 

evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup 

Badan sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; 

(f) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi 

keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, 

kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 

jabatan, kepegawaian, analisis peraturan, tata naskah dinas, 

penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum 

lainnya lingkup Badan agar terciptanya pelayanan administrasi 

yang cepat, tepat, dan lancar; 

(g) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan 

meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan 

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur 

lainnya; 

(h) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan 

(j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

i. Subbagian Umum 

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. 

(2) Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 
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(a) perencanaan program dan kegiatan Subbagian dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra, dan Renja 

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, standar kompetensi 

jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 

jabatan, dan standar lainnya lingkup Subbagian untuk 

terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward 

and punishment) lingkup Subbagian berdasarkan peraturan 

atas peraturan perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan koordinasi SOP, SP, standar kompetensi 

jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 

jabatan, dan standar lainnya dalam rangka terselenggaranya 

tugas dan kegiatan lingkup Badan; 

(e) penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum meliputi 

pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi 

kepegawaian, analisis peraturan, penataan kearsipan, 

perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan, 

keprotokolan, dan kehumasan; 

(f) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, 

ketatalaksanaan kepegawaian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

(g) penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan 

masyarakat atas pelayanan publik; 

(h) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 
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unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya; 

(i) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(j) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan 

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

ii. Subbagian Keuangan 

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. 

(2) Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbagian dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja 

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, standar pelayanan, 

standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Subbagian 

untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward 

and punishment) lingkup Subbagian berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, 

meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, 

pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan 



19 

 

    

 
Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; 

(e) pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan 

dan Pejabat Penatausahaan Barang Badan; 

(f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; 

(g) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan 

(i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

iii. Subbagian Penyusunan Program 

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan 

program dan pelaporan. 

(2) Subbagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi, 

dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbagian dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja 

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 
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(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbagian untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward 

and punishment) lingkup Subbagian berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan pengoordinasian Renstra, Renja, Laporan 

Kinerja, dan dokumen perencanaan serta pelaporan lainnya 

dalam rangka terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup 

Badan; 

(e) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; 

(f) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(g) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan 

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

b. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai 

(1) Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup perpindahan, 

kepangkatan, dan kesejahteraan PNS. 
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(2) Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan 

fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar 

lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) distribusi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Bidang berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; 

(d) pelaksanaan proses administrasi lingkup Bidang sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(e) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi 

unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan 

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya 

yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(f) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan; 

(g) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan 

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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i.   Subbidang Mutasi 

(1) Subbidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai lingkup 

perpindahan dan kenaikan gaji berkala PNS. 

(2) Subbidang Mutasi menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja 

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward 

and punishment) lingkup Subbidang berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan; 

(d) pengoordinasian pelaksanaan proses perpindahan PNS antar 

perangkat daerah dan ke luar/ke dalam Pemerintah Kota 

Medan; 

(e) pelaksanaan proses alih status kepegawaian PNS dari dan 

ke lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

(f) penyiapan bahan dan data penerbitan kenaikan gaji berkala 

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

(g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
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(h) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

ii. Subbidang Kepangkatan 

(1) Subbidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai lingkup 

kepangkatan PNS. 

(2) Subbidang Kepangkatan menyelenggarakan fungsi, dengan 

rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra, dan Renja 

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyiapan bahan dan data pemrosesan penerbitan surat 

keputusan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah 

Kota Medan; 
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(e) penyiapan bahan dan data pemrosesan penerbitan 

penggantian/duplikat petikan keputusan kenaikan pangkat 

PNS yang hilang/rusak sesuai dengan kewenangannya; 

(f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(g) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

iii. Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN 

(1) Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi 

dan Kesejahteraan Pegawai lingkup kesejahteraan PNS dan 

kelembagaan profesi ASN. 

(2) Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN 

menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 
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(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan dan data proses pemberian cuti, 

penghargaan, dan tanda jasa kepada PNS; 

(e) penyusunan bahan dan data proses penerbitan Kartu 

Tabungan Pensiun, Kartu Asuransi Kesehatan, dan Tabungan 

Perumahan untuk PNS; 

(f) penyusunan bahan pelaksanaan proses administrasi 

pemberian bantuan dan kesehatan kepada PNS; 

(g) penyiapan bahan dan data pemrosesan penerbitan 

peninjauan/penyesuaian dan perbaikan masa kerja PNS di 

lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

(h) fasilitasi kegiatan keorganisasian kelembagaan profesi ASN 

meliputi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan 

lembaga profesi ASN lainnya; 

(i) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(j) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 
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(k) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

c. Bidang Pengembangan Karir 

(1) Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan lingkup jabatan, kedisiplinan, dan evaluasi 

kinerja PNS. 

(2) Bidang Pengembangan Karir menyelenggarakan fungsi, dengan 

rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar 

lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) distribusi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Bidang berdasarkan atas peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyelenggaraan proses administrasi lingkup Bidang sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(e) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi 

unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan 

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya 

yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 
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(f) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(g) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan 

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

i.   Subbidang Jabatan 

(1) Subbidang Jabatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Bidang Pengembangan Karir lingkup jabatan PNS. 

(2) Subbidang Jabatan menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja 

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward 

and punishment) lingkup Subbidang berdasarkan atas 

peraturan perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan dan data proses pengangkatan dan 

pemberhentian PNS dari dan ke dalam jabatan struktural dan 

fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

(e) penyelenggaraan sumpah/janji PNS dan Musyawarah Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan untuk 

pengembangan karir PNS; 

(f) penyusunan bahan standar kompetensi jabatan untuk 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi jabatan 

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; 

(g) penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi 

pengembangan sumber daya manusia PNS; 

(h) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(i) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(j) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan  

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

ii. Subbidang Disiplin 

(1) Subbidang Disiplin mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Bidang Pengembangan Karir lingkup kedisiplinan PNS. 

(2) Subbidang Disiplin menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 
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(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyiapan dan koordinasi bahan dan data pelaksanaan 

pembinaan disiplin PNS; 

(e) penyusunan bahan, data, dan keterangan untuk proses 

penerbitan izin/penolakan perkawinan dan perceraian; 

(f) penyusunan bahan pelaksanaan rekapitulasi penerima sanksi 

penjatuhan hukuman disiplin; 

(g) penyiapkan bahan, data, dan keterangan untuk proses 

penjatuhan hukuman disiplin; 

(h) penyusunan bahan pelaksanaan proses penerbitan surat 

keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; 

(i) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan; 

(j) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(k) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 



30 

 

    

 
Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

(l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

iii. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

(1) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Karir 

lingkup evaluasi kinerja PNS. 

(2) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan 

fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyusunan dan penyiapan bahan dan data pelaksanaan 

proses Sasaran Kerja PNS (SKP); 

(e) penyusunan bahan penghimpunan laporan harta kekayaan 

pejabat Negara dan pejabat strategis lainnya; 

(f) penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan penilaian 

dan evaluasi kinerja aparatur; 

(g) penyusunan bahan pembuatan informasi dan analisis terkait 

indikator penilaian kinerja aparatur; 
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(h) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(i) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(j) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

d. Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian 

(1) Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pengadaan PNS dan 

data kepegawaian. 

(2) Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian menyelenggarakan 

fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar 

lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) distribusi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 
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punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

(d) penyelenggaraan proses administrasi lingkup Bidang sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(e) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi 

unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan 

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya 

yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(f) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(g) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan 

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

i. Subbidang Data dan Arsip 

(1) Subbidang Data dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian lingkup 

data kepegawaian. 

(2) Subbidang Data dan Arsip menyelenggarakan fungsi, dengan 

rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 
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(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan pengumpulan dan pengolahan data 

kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

(e) fasilitasi pembuatan dan distribusi Kartu PNS Elektronik (KPE); 

(f) penyusunan dan penyiapan bahan dan data proses 

administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 

(g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Sub Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(h) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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ii. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi 

(1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas  

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan dan Data 

Kepegawaian lingkup pengembangan sistem informasi. 

(2) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan 

fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan pelaksanaan perancangan, 

pengembangan, dan pemeliharaan perangkat dan jaringan 

komputer yang mendukung sistem informasi kepegawaian; 

(e) penyusunan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan, 

pembuatan, dan pengembangan sistem informasi 

kepegawaian secara berkelanjutan; 

(f) penyusunan bahan pelaksanaan pemeliharaan berdasarkan 

hasil analisis, melakukan uji program, dan menyusun petunjuk 

operasional serta melakukan pemberian bimbingan teknis 

sistem informasi kepegawaian; 

(g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 
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unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(h) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

iii. Subbidang Pengadaan 

(1) Subbidang Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian 

lingkup pengadaan pegawai ASN. 

(2) Subbidang Pengadaan menyelenggarakan fungsi, dengan 

rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja 

Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan 

dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward 

and punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 
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(d) penyusunan bahan dan data pengelolaan penataan 

kepegawaian untuk kepentingan penyusunan formasi PNS 

sesuai dengan analisis kebutuhan PNS berdasarkan evaluasi 

jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

(e) penyusunan bahan pelaksanaan proses pengangkatan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS); 

(f) penyusunan bahan pelaksanaan proses pengangkatan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 

(g) penyusunan bahan pelaksanaan pelaksanaan proses 

pengangkatan CPNS menjadi PNS; 

(h) penyiapan bahan dan data pemrosesan penerbitan 

penggantian/duplikat petikan keputusan pengangkatan 

CPNS/PNS sesuai dengan kewenangan; 

(i) penyusunan bahan pelaksanaan proses pemberhentian 

pegawai ASN; 

(j) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(l) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(m) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) pegawai ASN. 

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan 

fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar 

lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan 

tugas secara optimal; 

(c) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

(d) penyelenggaraan proses administrasi Bidang sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

(e) pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi 

unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan 

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya 

yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(f) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 
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(g) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan  

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

i.   Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 

Sertifikasi 

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 

Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup 

pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan dan sertifikasi. 

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan 

Sertifikasi menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan penyelenggaraan kegiatan atau 

pengiriman peserta diklat prajabatan ke instansi lain; 

(e) penyusunan bahan pengiriman peserta diklat kepemimpinan 

Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II); 
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(f) penyusunan bahan penyelenggaraan kegiatan atau 

pengiriman peserta diklat kepemimpinan Jabatan Administrasi 

Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV); 

(g) penyusunan bahan pengusulan peserta sertifikasi sesuai 

dengan bidang keahlian PNS; 

(h) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(i) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(j) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

ii. Subbidang Pengembangan Kompetensi 

(1) Subbidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia lingkup pengembangan kompetensi SDM PNS. 

(2) Subbidang Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi, 

dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 
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(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP, dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan pemetaan potensi dan penilaian 

kompetensi PNS; 

(e) penyusunan bahan analisis metode dan fasilitasi kegiatan 

pengembangan kompetensi PNS; 

(f) penyusunan bahan verifikasi berkas usulan kompetensi teknis, 

manajerial, dan sosial; 

(g) penyusunan bahan pembuatan konsep penyelenggaraan 

seleksi jabatan; 

(h) penyusunan dan penyiapan bahan dan data untuk 

pertimbangan proses tugas belajar dan izin belajar; 

(i) penyusunan dan penyiapkan bahan dan data untuk penerbitan 

pencantuman gelar pendidikan yang diperoleh PNS di 

lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

(j) penyusunan dan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan 

atau pengiriman peserta yang akan mengikuti ujian dinas dan 

ujian penyesuaian ijasah; 

(k) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
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(l) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(m) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

iii. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 

(1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 

mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia lingkup pendidikan dan 

pelatihan (diklat) teknis dan fungsional. 

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 

menyelenggarakan fungsi, dengan rincian: 

(a) perencanaan program dan kegiatan Subbidang dengan 

mempedomani rencana umum kota, Renstra dan Renja Badan 

untuk terlaksananya sinergitas perencanaan; 

(b) penyusunan bahan kebijakan, SOP dan standar lainnya 

lingkup Subbidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas 

secara optimal; 

(c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan 

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and 

punishment) lingkup Subbidang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(d) penyusunan bahan penyelenggaraan kegiatan diklat, 

bimbingan teknis, dan workshop yang mendukung teknis kerja 

pegawai ASN; 
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(e) penyusunan bahan penyelenggaraan kegiatan diklat yang 

berhubungan dengan jabatan fungsional; 

(f) penyusunan bahan pengiriman peserta diklat 

teknis/fungsional/substantif ke instansi lain; 

(g) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian 

lingkup Subbidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, 

unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan 

tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(h) pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan 

kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang–

undangan; 

(i) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang; dan 

(j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana tersebut terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(2) Pada Badan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan 

standar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan 

keahlian/keterampilan dan kebutuhan; 
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(4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional 

senior yang dihunjuk; 

(5) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan 

analisis kebutuhan dan analisis beban kerja. 

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

B.  Dukungan Sumber Daya  

1. Sumber Daya Aparatur 

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program/kegiatan 

suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari sumber daya 

manusia (SDM) organisasi tersebut. Demikian pula halnya dengan SDM 

aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan yang merupakan kesatuan individu yang bekerja 

sama dalam menyelenggarakan program/kegiatan untuk mencapai 

sasaran/target yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk 

mendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran/tujuan tersebut yaitu 

dengan tersedianya SDM yang ahli dan terampil sekaligus kompeten serta 

berdayaguna. Saat ini dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan sebanyak 85 orang.  

Tabel 2.1. 

Komposisi PNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Pria 43 50,59 

Wanita 42 49,41 

Jumlah 85 100,00 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, Juli 2021 
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Berdasarkan isu pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) 

maka perbandingan jumlah PNS pria dan wanita pada Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan telah 

menunjukkan angka yang relatif berimbang. 

Tabel 2.2. 

Komposisi PNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan Menurut Kualifikasi Pendidikan 

Pendidikan Formal 
Jumlah  
(orang) 

Persentase 
(%) 

Magister (S-2) 19 22,35 

Sarjana (S-1) 52 61,18 

Diploma (D.I / D.II / D.III) 9 10,59 

SMA sederajat 5 5,88 

Jumlah 85 100,00 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, Juli 2021 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan memiliki SDM aparatur yang mumpuni. Karena seluruh 

PNS memiliki ijasah minimal tingkat SMA sederajat. Mayoritas PNS-nya 

berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 61,18%. Potensi ini menjadi modal 

yang cukup untuk pengembangan kompetensi teknis PNS dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

Tabel selanjutnya menunjukkan bahwa mayoritas PNS yang bertugas 

pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan merupakan PNS dengan pangkat Penata, yaitu 

81,18%. Disusul dengan PNS dengan pangkat Pembina (12,94%) dan 

Pengatur (5,88%). Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi PNS pada 

lingkungan organisasi tidak menunjukkan struktur piramida, melainkan 

menggelembung di tengah pada Golongan III. Keberadaan PNS dengan 

pangkat Pengatur masih dibutuhkan untuk melaksanakan sebagian tugas 
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organisasi, misalnya sebagai frontliner terhadap pengguna jasa pelayanan 

kepegawaian 

Tabel 2.3. 

Komposisi PNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan Menurut Kepangkatan 

Golongan Ruang 
Jumlah  
(orang) 

Persentase 
(%) 

Pembina (IV) 11 12,94 

Penata (III) 69 81,18 

Pengatur (II) 5 5,88 

Juru (I) 0 0 

Jumlah 85 100,00 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, Juli 2021 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan mendorong pengangkatan PNS jabatan fungsional—

baik keahlian maupun keterampilan—yang memiliki peran dan tanggung 

jawab strategis dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi. Saat ini Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan memiliki tiga belas orang PNS Jabatan Fungsional.  

Tabel 2.4. 

Komposisi PNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan Menurut Jabatan 

Jabatan 
Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Jabatan Pimpinan Tinggi 1 1,19 

Jabatan Administrasi 70 83,33 

Jabatan Fungsional 13 15,48 

Jumlah 84 100,00 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, Juli 2021 

 

2. Sumber Daya Perlengkapan 

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, 

dipakai, dan ditempati untuk mendukung pelayanan kepegawaian yang 
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semakin berkualitas yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan tersebut berupa bangunan kantor, kendaraan 

bermotor, perlengkapan dan peralatan kantor, jaringan komunikasi, mebeler, 

dan sarana pendukung pelayanan lainnya yang harus memadai dan sesuai 

standar. 

Kondisi prasarana dan sarana Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan (per 31 Januari 2021) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.5. 

Prasarana dan Sarana Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan 

No. Uraian Satuan 

A. 
Tanah dan bangunan (berada pada Kantor Wali Kota 

Medan lantai 1 sisi barat dan timur laut)  

B. Kendaraan bermotor: 

 

1. Kendaraan roda empat  7 unit 

2. Kendaraan roda dua  19 unit 

C. Peralatan dan Mesin: 

 1. AC (Air Conditioner) 33 unit 

 
2. Alat pemadam kebakaran 2 unit 

 
3. Alat pemadam kebakaran portable 2 unit 

 
4. Alat penghancur kertas 8 unit 

 5. Audio phone in 8 unit 

 6. CCTV (Camera Control Television System) 1 set 

 7. Coffee maker 1 unit 

 8. Dispenser 7 unit 

 9. Exhaust fan 2 unit 

 10. Faksimil 2 unit 

 11. Filing cabinet besi 50 buah 

 12. Handy cam 2 unit 

 13. Hard disk eksternal 9 buah 

 14. Jam mekanis 1 unit 
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 15. Kamera film 1 unit 

 16. Kamera video 1 unit 

 17. Camera plus attachment 3 set 

 18. Kitchen set 1 set 

 
19. Kompor listrik 1 unit 

 
20. Kursi besi/metal 151 buah 

 
21. Kursi biasa 12 buah 

 22. Kursi kayu 25 buah 

 23. Kursi lipat 12 buah 

 24. Kursi pejabat 4 buah 

 25. Kursi putar 66 buah 

 
26. Kursi rapat 10 buah 

 
27. Kursi tamu 9 buah 

 
28. Laptop 32 unit 

 
29. Lemari besi/metal 5 buah 

 
30. Lemari buku arsip  2 buah 

 
31. Lemari es 2 unit 

 
32. Lemari kaca 11 buah 

 
33. Lemari kayu 20 buah 

 34. Megaphone 2 unit 

 35. Meja 1/2 biro 139 buah 

 36. Meja kerja pegawai  4 buah 

 
37. Meja kerja pejabat 6 buah 

 38. Meja komputer 29 buah 

 39. Meja rapat 7 set 

 40. Mesin absensi/presensi 8 unit 

 41. Mesin cetak 1 unit 

 42. Mesin fotokopi double folio 1 unit 

 43. Mesin fotokopi folio 1 unit 

 44. Mesin ketik elektronis 2 unit 

 45. Mesin ketik manual 19 unit 

 46. Mesin penghisap debu 1 unit 

 
47. Mesin penghitung uang 1 unit 

 
48. Microphone connector box 2 unit 

 
49. Komputer PC 98 unit 

 
50. Papan nama organisasi 8 buah 
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Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan, Januari 2021 

 

C.  Kinerja Pelayanan  

1. Realisasi Kinerja 

Salah satu hal penting dalam penerapan manajemen kinerja adalah 

melakukan pengukuran kinerja untuk mengamati terjadinya peningkatan 

dalam pelayanan publik dengan melakukan klarifikasi keluaran (output) dan 

hasil (outcome) yang seharusnya dicapai demi mewujudkan organisasi yang 

 
51. Papan pengumuman 3 buah 

 52. Papan tulis 1 buah 

 
53. Peralatan internet 1 set 

 
54. Peralatan LAN (Local Area Network) 1 set 

 
55. Peralatan jaringan 12 set 

 
56. Peralatan PC 6 set 

 57. Perkakas kantor 5 set 

 58. Printer 94 unit 

 59. Proyektor 9 unit 

 60. Rak besi 1 buah 

 61. Rak kayu 10 buah 

 62. Router 2 unit 

 63. Scanner 9 unit 

 64. Server 6 unit 

 65. Sofa 3 buah 

 66. Sound system 1 set 

 67. Stabilisator 2 unit 

 68. Tangga aluminium 2 buah 

 69. TV monitor 2 unit 

 70. Televisi 4 unit 

 71. Thermometer digital portable 2 buah 

 72. Unit power supply 10 unit 

 73. Video tape recorder stationer 9 unit 

 74. Wireless 3 unit 

 75. Wireless amplifier 2 unit 
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akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode 

pembandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan 

dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. 

Perhitungan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin baik, digunakan formula: 

 

 

b. Kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang 

semakin buruk, digunakan formula: 

 

 

Sepanjang periode 2016-2021, Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan telah menyelenggarakan 

beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian kinerja 

pelayanan yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Berdasarkan tabel pada Lampiran 2, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelayanan dengan target yang tercapai: 

a. Pelayanan kepegawaian telah sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) yang dimiliki oleh 

organisasi karena penggunaan sistem informasi Tata Naskah 

Dinas Elektronik (TNDE) telah dipergunakan sejak tahun 2017. 

b. Penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi 

secara tepat waktu karena koordinasi yang telah terjalin baik 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan 

dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.  

Persentase Capaian Kinerja = 
  Realisasi 

Target  x 100% 

Persentase Capaian Kinerja = [1 + (1 −  
Realisasi 

Target )] x 100% 
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c. Fitur aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) 

berhasil dikembangkan menuju penyelenggaraan Manajemen ASN 

secara dalam jaringan (online). 

d. Pembaruan data digital kepegawaian untuk mendukung 

terlaksananya pelayanan kepegawaian dengan less-paper. 

e. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai ASN instansi telah 

dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. 

f. Penurunan jumlah mutasi PNS instansi karena pemberlakuan 

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil. 

g. Persentase PNS wajib lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara) instansi mencapai sempurna 100% pada 

dua tahun terakhir karena konsinyering pengisian formulir LHKPN 

pada situsweb KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

h. PNS yang memperoleh izin belajar dan tugas belajar menunjukkan 

nilai yang sangat signifikan dalam kurun tiga tahun terakhir 

disebabkan oleh antusiasme PNS instansi yang tinggi untuk 

meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui prosedur izin 

belajar. 

2. Pelayanan dengan target yang belum tercapai: 

a. Realisasi surat keputusan (SK) kenaikan pangkat yang diterbitkan 

tepat waktu mengalami penurunan pada tahun terakhir karena 

ketentuan penyesuaian jam kerja baru yang diterapkan oleh 

seluruh instansi pemerintah termasuk Kantor Regional VI Badan 

Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Utara sehingga penerbitan beberapa SK kenaikan 

pangkat PNS tertunda. 
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b. Jabatan struktural eselonering yang terisi mengalami penurunan 

pada tahun lalu disebabkan oleh Plt. (Pelaksana Tugas) Wali Kota 

tidak dapat melakukan pengisian jabatan administrasi karena 

keterbatasan wewenang. 

c. Jumlah PNS Jabatan Fungsional pun mengecil pada tahun 2020 

karena kebijakan perpindahan PNS dari jabatan administrasi ke 

jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian (inpassing) 

kini harus melewati ujian kompetensi. 

d. Realisasi penetapan keputusan pelanggaran disiplin PNS instansi 

meningkat cukup signifikan pada akhir periode Renstra lalu justru 

ditengarai karena keberhasilan pembinaan disiplin aparatur yang 

dilakukan oleh organisasi sehingga pimpinan OPD lebih tegas 

dalam penegakan kedisiplinan pada unit kerjanya masing-masing. 

e. Persentase pejabat struktural yang mengikuti pelatihan 

kepemimpinan sesuai jenjangnya mengalami trend penurunan 

disebabkan oleh batalnya penyelenggaraan pelatihan 

kepemimpinan akibat keterbatasan prasarana pelatihan dan 

refocussing kegiatan akibat pandemik Covid-19. 

f. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional 

juga mengalami trend penurunan disebabkan oleh batalnya 

penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan akibat keterbatasan 

prasarana pelatihan dan realokasi anggaran akibat pandemik 

Covid-19. 

Rata-rata capaian sasaran strategis selama periode renstra 2016-2021 

103,02% (sangat baik). Nilai rata-rata pencapaian kinerja organisasi dapat 

diilustrasikan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2. Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

 

2. Realisasi Anggaran 

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan sepanjang 

periode 2016-2021 dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Berdasarkan tabel pada Lampiran 2, dapat diinterpretasikan bahwa: 

1. Rasio antara realisasi dan anggaran paling baik pada tahun anggaran 

2020, yakni sebesar 82,10%. Kondisi ini disebabkan oleh refocussing 

kegiatan akibat merebaknya pandemik Corona Virus Disease-2019 

(Covid-19) yang menuntut efisiensi anggaran organisasi sebesar 

47,4%.  

2. Rasio antara realisasi dan anggaran paling kurang baik pada tahun 

anggaran 2018, yakni sebesar 58,79%. Kondisi ini disebabkan oleh 

batalnya pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2018. 

Perbandingan antara realisasi dan anggaran selama periode renstra 

2016-2021 adalah 70,62% (cukup efisien). Nilai rasio serapan anggaran 
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organisasi dapat diilustrasikan pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.3. Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

 

D.  Potensi dan Permasalahan 

Potensi yang dimiliki oleh organisasi merupakan hal-hal positif yang 

menjadi pendukung dalam pengembangan pelayanan serta pelaksanaan 

tugas dan fungsinya.  

 

1. Kekuatan (Strength) 

Potensi faktor positif yang berasal dari internal organisasi disebut 

sebagai Kekuatan. Beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai Kekuatan 

organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

integritas yang baik sehingga dapat mendukung organisasi dalam 

penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah; 

b. Kepala OPD memiliki komitmen yang kuat dan mendukung penuh 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di tengah pegawai ASN 

instansi; 
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c. Organisasi mendapatkan penghargaan BKN Award yang 

mengindikasikan keberhasilan dalam beberapa parameter pelayanan 

kepegawaian; 

d. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan memiliki prasarana dan sarana pendukung kerja 

yang cukup memadai. 

 

2. Peluang (Opportunity) 

Potensi faktor positif yang berasal dari eksternal organisasi disebut 

sebagai Peluang. Beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai Peluang 

organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur 

pemerintah yang profesional dan berwawasan luas; 

b. Tersedianya perkembangan teknologi informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

pelayanan kepegawaian; 

c. Terjalinnya kolaborasi yang baik dengan jaringan kerja (stakeholders); 

d. Terdapatnya lembaga-lembaga pelatihan yang dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan kapasitas SDM organisasi; 

e. OPD lain memiliki pegawai ASN yang cukup kompeten. 

 

3. Kelemahan (Weakness) 

Permasalahan faktor negatif yang berasal dari internal organisasi 

disebut sebagai Kelemahan. Beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai 

Kelemahan organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Munculnya ketidakpercayaan (distrust) terhadap personil organisasi 

dalam pelayanan kepegawaian; 
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b. Utilitas pendukung pekerjaan dalam penerapan teknologi informasi 

belum tersedia secara memadai; 

c. Penggunaan teknologi informasi belum dapat diimplementasikan 

secara optimal, padahal aplikasi Simpeg dan TNDE sudah terbangun; 

d. Kurangnya kedisiplinan dalam tertib administrasi padahal standar 

tatalaksana pelaksanaan tugas telah tertuang secara jelas dan 

spesifik; 

e. Ketergantungan organisasi dengan instansi lain seperti Badan 

Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Daerah dan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. 

 

4. Tantangan (Threat) 

Permasalahan faktor negatif yang berasal dari eksternal organisasi 

disebut sebagai Tantangan. Beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai 

Tantangan organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai permasalahan 

pelayanan kepegawaian yang berpotensi menyentuh ranah hukum; 

b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis dan 

membutuhkan penyesuaian serta sosialisasi yang memakan cukup 

banyak sumber daya dan waktu; 

c. Pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi global terutama 

bidang komunikasi dan informasi yang ironisnya kurang dapat diikuti 

oleh SDM yang ada; 

d. Intervensi dari luar instansi (spoils system) terhadap penerapan Sistem 

Merit dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, terutama pada 

promosi dan mutasi PNS. 
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Tabel 2.6. 

Analisis Lingkungan Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan  

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

I n t e r n a l 

Kekuatan Kelemahan 

1. Unifikasi fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan antara 

kepegawaian serta pendidikan 

dan pelatihan pada satu 

organisasi 

2. Komitmen kuat Wali Kota Medan 

dalam pengejawantahan 

reformasi birokrasi, khususnya 

dalam hal kebijakan anggaran. 

3. Telah ditetapkannya uraian tugas 

dan fungsi yang yang jelas. 

4. Tersedianya sumber daya 

aparatur yang memiliki 

kompetensi memadai. 

5. Pelaksanaan program dan 

kegiatan berlangsung relatif 

lancar pada tahun-tahun 

anggaran sebelumnya. 

1. Masih lemahnya koordinasi di 

lingkungan instansi yang 

mengakibatkan 

a. belum tuntasnya penataan 

susunan organisasi dan tata 

kerja (SOTK); 

b. belum ditetapkannya analisis 

jabatan, evaluasi jabatan, dan 

analisis beban kerja; 

c. belum tersusunnya standar 

prosedur dan pelayanan. 

2. Sistem informasi yang digunakan 

belum cukup menunjang 

pelayanan administrasi 

kepegawaian. 

3. Penyelenggaraan diklat belum 

memenuhi harapan karena belum 

tersedianya prasarana dan 

sarana yang memadai dan ASN 

fungsional Widyaiswara di 

lingkungan instansi. 

4. Masih maraknya pelanggaran 

disiplin ASN. 

5. Masih terdapat kesenjangan 

penghasilan antar jabatan dan 

kepangkatan. 
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E k s t e r n a l 

Peluang Tantangan 

1. Terbitnya peraturan perundang-

undangan yang mendukung 

upaya profesionalisme ASN dan 

penyelenggaraan negara yang 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN). 

2. Terbukanya jalinan kerja sama 

dengan lembaga pendidikan dan 

pelatihan luar instansi, seperti 

Lembaga Administrasi Negara 

(LAN). 

3. Banyaknya tawaran peningkatan 

sumber daya aparatur, seperti 

beasiswa pendidikan formal, 

diklat fungsional, dan lain-lain. 

4. Rutinnya pengawasan dari 

Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (Inspektorat), Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), 

Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), dan lain-

lain. 

1. Intervensi terhadap Wali Kota 

Medan dalam penyelenggaraan 

manajemen kepegawaian daerah 

berdasarkan Sistem Merit. 

2. Masih buruknya persepsi 

masyarakat terhadap profesi 

ASN. 

3. Tuntutan masyarakat yang tinggi 

terhadap pelayanan publik. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

 

A. Identifikasi Permasalahan  

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan sebagai organisasi yang dinamis mengikuti tuntutan 

masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya juga menghadapi berbagai permasalahan. 

Permasalahan yang dihadapi tersebut antara lain: 

1. Belum tegaknya independensi dalam penyelenggaraan manajemen 

kepegawaian daerah karena aroma politisasi birokrasi masih kental 

yang terindikasi pada pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian jabatan struktural maupun fungsional tidak 

menitikberatkan pada kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan kebutuhan organisasi. Kondisi ini merupakan aral bagi 

penerapan Sistem Merit dalam penyelenggaraan manajemen 

kepegawaian daerah. 

2. Masyarakat masih memandang bahwa sebagian besar Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) tidak kompeten (incompetence) dalam menunaikan 

tugas dan fungsinya terutama yang terkait dengan pelayanan publik. 

Ketiadaan standar kompetensi jabatan menyebabkan adanya 

perbedaan antara kualifikasi yang dimiliki oleh PNS dengan 

persyaratan jabatan yang diemban (mismatch). Pada gilirannya PNS 

tersebut akan tidak terdayagunakan secara optimal (under 

employment) dan berkinerja rendah (under performance).  

3. Belum tegasnya pemberian sanksi (punishment) kepegawaian 

terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran. Praktik 



59 

 

 
Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

gratifikasi dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih cukup 

marak karena penegakan hukumnya belum strict sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu segera 

meraih predikat Zona Integritas pada lingkungan organisasi yang 

seluruh elemennya memiliki komitmen mewujudkan Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

4. Belum tuntasnya penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota 

Medan yang harus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dan unit kerja lain seperti Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Medan yang menggawangi 

penyusunan analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja. 

Kondisi ini berdampak pada distribusi ASN yang tidak merata pada 

lingkungan instansi. 

5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dan prosedur 

operasional yang berbasis elektronik yang dimiliki organisasi masih 

dalam proses penyempurnaan. Sehingga penyelenggaraan 

manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung basis data 

(database) dan informasi kepegawaian yang valid dan akurat. 

Pengoptimalan fungsi Simpeg dan operasional yang berbasis 

elektronik ini bertujuan untuk memangkas mata rantai pelayanan 

kepegawaian. Upaya debirokratisasi ini merupakan tuntutan 

masyarakat yang menghendaki peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pada gilirannya, organisasi mendorong seluruh SDM aparatur agar 

melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga dapat 

menggunakan sistem informasi yang dibangun. 

6. Hasil penilaian terhadap prestasi kerja pegawai ASN ternyata belum 

cukup reliable untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian 

penghargaan (reward), misalnya: promosi/degradasi karir, 
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pengembangan kompetensi, dan lain-lain. Penyelenggaraan evaluasi 

pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN juga belum berlangsung optimal 

karena keengganan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

mendayagunakan para alumni diklat untuk mengimplementasikan hasil 

pembelajaran. 

7. Belum dimilikinya prasarana dan sarana kediklatan yang representatif 

berupa gedung dan kelengkapannya, seperti: kelas diklat, 

perpustakaan, asrama peserta, dan fasilitas lainnya. Selain itu sumber 

daya manusia (SDM) aparatur fungsional Widyaiswara juga belum 

tersedia yang dapat berperan sebagai narasumber kegiatan diklat. 

Adapun kurikulum, silabus, dan bahan ajar yang dimiliki belum 

sepenuhnya berbasis kompetensi. 

8. Belum dibangunnya Assessment Center yang dapat mengidentifikasi 

pegawai ASN yang kompeten untuk menduduki suatu jabatan melalui 

pengukuran kualifikasi pendidikan, kepangkatan, pelatihan, rekam 

jejak jabatan dan integritas. Selain itu Assessment Center juga 

bermanfaat untuk menyelenggarakan pangkalan bakat (talent pool) 

untuk menyiapkan calon-calon potensial PNS yang dapat diberikan 

tanggung jawab dalam jabatan administrasi maupun fungsional dalam 

bentuk perencanaan suksesi. 

   

B.  Telaahan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Periode 

2021-2026 

1.  Visi 

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan 

adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun 

mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan daerah saat ini serta 

permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani 
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selama lima tahun ke depan. Dampak (impact) pembangunan sebagai salah  

satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high 

level indicator) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan 

pembangunan pada masa mendatang. 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan 

serta program kerja selama periode kepemimpinan kepala daerah yang 

kurang dari lima tahun ini. Visi menjadi penting karena akan 

mengintegrasikan semua aspek pendukung pembangunan daerah yang 

berkolaborasi dalam model pentahelix: pemerintah, sektor swasta, 

masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media. Visi pembangunan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan sebagaimana tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 

adalah: 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU, 

DAN KONDUSIF” 

 

2.  Misi 

Berdasarkan harapan terwujudnya Kota Medan sebagaimana visi 

tersebut maka ditetapkan tujuh misi pembangunan jangka menengah Kota 

Medan tahun 2021-2026 sebagai berikut: 

1. Medan Berkah 

Mewujudkan kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai 

keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga 

berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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2. Medan Maju 

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua 

orang. 

3. Medan Bersih 

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, 

profesional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani 

masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil, dan 

merata. 

4. Medan Membangun 

Membangun prasarana dan sarana yang mendukung peningkatan 

perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan demi 

terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan 

peningkatan kualitas SDM. 

5. Medan Kondusif 

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat 

melalui penegakan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. 

6. Medan Inovatif 

Mewujudkan kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada 

penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya. 

7. Medan Beridentitas 

Mewujudkan kota yang beradab, harmonis, toleran dalam 

kemajemukan demokratis, dan cinta tanah air. 

 

3. Program 

Program kepala daerah terpilih yang berkenaan dengan tugas dan 

fungsi organisasi adalah “Penerapan merit system dalam manajemen ASN 

yang berkualitas”. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
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Sipil Negara menuntut perubahan paradigma pengangkatan PNS ke dalam 

jabatan melalui mekanisme seleksi secara terbuka kepada setiap orang yang 

memenuhi persyaratan.  

Arahan penerapan Sistem Merit ini adalah: 

1. Profesionalitas aparatur instansi melalui rekrutmen pejabat berbasis 

kompetensi; 

2. Seleksi/promosi pejabat dengan sistem lelang jabatan demi 

memperoleh pejabat yang tepat (profesional dan melayani) serta 

bebas dari KKN; 

3. Mekanisme lelang jabatan dilakukan secara transparan dan selektif 

melalui uji kompetensi dan fit and proper test; 

4. Melibatkan perguruan tinggi dalam memberikan penilaian terhadap 

mekanisme lelang jabatan; 

5. Melibatkan masyarakat dalam menilai rekam jejak (track record) 

pejabat terkait. 

 

C. Telaahan Terhadap Renstra Instansi Lain 

Salah satu persyaratan dalam penyusunan rencana strategis (renstra) 

perangkat daerah adalah dengan mengacu renstra instansi lain yang terkait 

dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan dalam upaya pembinaan manajemen 

kepegawaian daerah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

aparatur.  

Berikut uraian renstra pada beberapa instansi: 

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia 

Kementerian PAN-RB adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Instansi ini 
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memiliki visi “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Sedangkan misi 

instansi adalah “Mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompeten, dan 

melayani”.  

Hal ini dicapai dengan tujuan, yaitu: 

a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien; 

b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur  yang kompeten dan 

kompetitif; 

c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani; 

d. Terwujudnya aparatur yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme serta akuntabel; 

e. Terwujudnya aparatur instansi yang profesional dan berkinerja 

tinggi. 

Tujuan tersebut dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, 

yaitu: 

a. Penataan struktur birokrasi; 

b. Penataan jumlah dan distribusi PNS; 

c. Sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka; 

d. Profesionalisasi PNS; 

e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government); 

f. Peningkatan pelayanan publik; 

g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur; 

h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri; 

i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana kerja; 
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2. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia 

BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi 

kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggaraka Manajemen ASN 

secara nasional. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah 

“Terselenggaranya Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kompetensi 

untuk Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan 

Sejahtera”. Visi tersebut dicapai melalui enam misi, yaitu: 

a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia PNS; 

b. Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan 

kepegawaian; 

c. Menyelenggarakan pelayanan prima di bidang kepegawaian; 

d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian; 

e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian; 

f. Menyelenggarakan manajemen internal instansi. 

Selanjutnya dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur 

diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan 

strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN;  

b. Kehandalan sistem informasi ASN;   

c. Meningkatkan disiplin pegawai ASN;   

d. Meningkatkan profesionalisme ASN; 

e. Mewujudkan pelayanan dengan berbasis manajemen mutu; 

f. Meningkatkan pelayanan pembinaan ASN;   

g. Mewujudkan instansi yang akuntabel. 
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3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia 

LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi 

kewenangan melakukan pengkajian serta pendidikan dan pelatihan ASN. Visi 

LAN adalah “Menjadi Institusi yang Handal dalam Pengembangan Sistem 

Administrasi Negara dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi instansi adalah “Memberikan 

kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem 

administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik”, melalui: 

a. Perumusan  kebijakan  dalam   bidang   administrasi   negara; 

b. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang 

administrasi negara; 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; 

d. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; 

e. Konsultasi dan advokasi dalam bidang administrasi negara; 

f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;  

g. Peningkatan kapasitas organisasi LAN. 

 

4. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari 

intervensi politik yang bertugas: menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan 

pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan Manajemen ASN. 

Visi yang ingin diwujudkan KASN adalah “Menjadi Lembaga Pengawas 

Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku serta Sistem Merit 

yang Terpercaya dan Berwibawa guna Mewujudkan Aparatur Sipil Negara 

Profesional yang Berkinerja Tinggi, Berintegritas dan Netral”. Sedangkan misi 

instansi adalah: 
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a. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit dan nilai dasar 

kode etik serta kode perilaku pegawai pada semua instansi 

pemerintah secara obyektif, independen, dan profesional; 

b. Menjaga netralitas pegawai ASN dan pelaksanaan fungsi ASN 

sebagai pemersatu bangsa. 

Sesuai dengan visi dan misinya, maka kebijakan KASN diarahkan pada: 

a. Membangun kesadaran dan pemahaman serta kepatuhan terhadap 

nilai dasar, kode etik dan kode perilaku; 

b. Menerapkan pengawasan yang efektif dan komperhensif terhadap 

pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku; 

c. Melakukan penanganan pengaduan secara cepat, tepat, dan tuntas; 

d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrasi 

secara adil, transparan, dan menyeluruh; 

e. Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan dalam 

rangka penyempurnaan manajemen ASN; 

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi. 

Untuk melaksanakan arah kebijakan ini, strategi yang ditempuh instansi 

adalah: 

a. Melaksanakan  promosi  dan  advokasi  implementasi  sistem  merit  

dan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku; 

b. Memprioritaskan pengawasan dan pemantauan pengisian JPT  

melalui seleksi terbuka di K/L dan Pemda; 

c. Memprioritaskan penanganan pengaduan dan penyelidikan untuk 

kasus yang berdampak luas; 

d. Membangun kerja sama lintas instansi terkait; 

e. Melakukan mediasi untuk meningkatkan tindak lanjut rekomendasi; 

f. Melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka 

meningkatkan kualitas impelementasi manajemen ASN. 
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D. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2030 dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021 diperoleh kesimpulan bahwa tidak 

ditemukan keterkaitan antara kedua dokumen perencanaan tersebut 

terhadap tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan. 

 

E. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi karena dampaknya yang signifikan 

dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berdampak 

jangka panjang, dan menentukan pengembangan kinerja pelayanan pada 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dapat diuraikan 

beberapa isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam 

melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang 

dalam Renstra ini. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kampanye larangan praktik gratifikasi dan suap dalam pelayanan 

publik. 

2. Pembinaan pola karir berdasarkan Sistem Merit dengan 

mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS. 

3. Penataan pegawai ASN yang belum terdistribusi sesuai formasi 

kebutuhan di lingkungan instansi. 
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4. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian dalam 

rangka pelayanan administrasi kepegawaian secara less-paper. 

5. Penyelenggaraan pelatihan teknis, manajerial, fungsional, dan sosial 

kultural secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas sumber 

daya aparatur dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

6. Perbaikan kesejahteraan pegawai ASN dengan berbasis pada 

evaluasi kinerja. Turut pula diiringi dengan penegakan aturan terhadap 

pegawai ASN yang indisipliner. 

7. Pengoptimalan perencanaan kegiatan yang efektif dan efisien serta 

pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah 

organisasi yang berisi tentang gambaran dan kondisi hasil yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu 5 tahun oleh Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan beserta strategi yang 

akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan 

peran yang diamanahkan. Perencanaan strategis ini bersifat adaptif terhadap 

perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari 

eksternal organisasi. 

Proses penyusunan telah dilakukan secara partisipatif antara pimpinan 

dan seluruh komponen organisasi. Secara ringkas substansi Renstra Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan dapat dielaborasi sebagai berikut: 

 

A. Tujuan  

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Kepala 

Daerah dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi 

pada masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam 

jangka waktu 1-5 tahun. 

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

menangani isu strategis yang dihadapi organisasi serta menjawab visi, misi, 

tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tujuan 

yaitu: 

1. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi;  
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2. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran 

yang ingin dicapai; 

3. Dalam menentukan tujuan harus terukur atau kuantitatif. Setidaknya 

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan 

dicapai pada masa mendatang; 

4. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. 

Relevansi tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan tahun 2021-

2026 dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 kongruen pada misi 

ketiga, yakni “Medan Bersih: Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi 

Birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel berlandaskan semangat 

melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil, dan 

merata”. 

Adapun tujuan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan tahun 2021-2026 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima; 

2. Mewujudkan pegawai ASN yang kompeten, profesional, berintegritas, 

dan berdaya saing tinggi. 

 

B. Sasaran 

Sasaran adalah tujuan yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan 

dalam formula yang lebih operasional. Dalam kerangka Renstra, tujuan akan 

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam 

rangka merealisasikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 

Tahun 2016-2021. 
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Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas 

dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil 

pelayanan yang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Sasaran yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan dalam kurun lima tahun 

mendatang adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan tujuan Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima, 

ditetapkan sasaran sebagai berikut: 

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.  

2. Berdasarkan tujuan Mewujudkan pegawai ASN yang kompeten, 

profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi, ditetapkan sasaran 

sebagai berikut: 

a. Meningkatnya profesionalisme dan perilaku kerja pegawai;  

b. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur. 

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Medan ditunjukkan pada Lampiran 4.  
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

A. Strategi  

Strategi adalah cara atau langkah dengan perhitungan untuk mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan 

dan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses 

perencanaan strategis dan merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan 

terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan 

memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan 

lingkungan yang dihadapi. Strategi dan arah kebijakan yang akan disusun 

harus didasarkan analisis lingkungan strategis dan faktor kunci 

keberhasilannya (key success factors). Bagian ini mengemukakan rumusan 

pernyataan strategi dan arah kebijakan organisasi pada kurun lima tahun 

mendatang.  

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Medan serta rencana program prioritas dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah 

kebijakan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan menunjukkan 

bagaimana cara Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan 

target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas 

dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan 
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Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan dan subkegiatan 

organisasi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. 

 

B. Arah Kebijakan 

Kebijakan adalah himpunan keputusan mengenai cara pelaksanaan 

strategi, mekanisme, dan tindak lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

yang dapat mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. 

Secara lebih operasional strategi dan arah kebijakan Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

A.   Rencana Program dan Kegiatan  

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai 

pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan hanya boleh menyelenggarakan 

pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

telah mentransformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program 

dan kegiatan. 

Adapun program pokok penunjang Urusan Pemerintahan bidang 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Medan mengacu pada rancangan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-

2026, yaitu:  

Tabel 6.1. 

Program Pokok Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan 

No. Program Indikator Program 

1. 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota 

a. Jumlah dokumen perencanaan, 
penatausahaan, dan pelaporan yang 
tersusun 

b. Persentase prasarana dan sarana 
kantor yang tersedia dan berfungsi 
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2. Kepegawaian Daerah 

a. Jumlah sistem informasi kepegawaian 

daerah yang dimanfaatkan pegawai 

ASN instansi 

b. Jumlah pelayanan kepegawaian yang 

dilaksanakan sesuai standar 

operasional prosedur 

3. 
Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Jumlah pegawai ASN instansi yang 

ditingkatkan kompetensinya 

 

Sasaran program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Medan, antara lain: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah; 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;  

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah; 

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah; 

g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

h. dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan. 

2. Program Kepegawaian Daerah: 

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; 

b. Mutasi dan Promosi ASN; 

c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; 

d. Pengembangan Kompetensi ASN; 

e. dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan. 
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3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia: 

a. Pengembangan Kompetensi Teknis; 

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional; 

c. dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan. 

 

B.  Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis 

kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program 

pokok pembangunan maka secara umum rencana kerangka pendanaan 

untuk menentukan pagu indikatif setiap program pokok difokuskan pada 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Medan di bidang kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

Seluruh program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Tahun 2021-2026 

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 

Medan. Rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan indikatif 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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BAB  VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu 

pendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Medan Tahun 2021-2026 karena Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan merupakan salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola aparatur sehingga ada 

keterkaitan dengan: 

 Misi:  

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, 

profesional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani 

masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil, dan 

merata.  

 Tujuan: 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan 

akuntabel. 

 Sasaran: 

Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi 

 Strategi: 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur 

Pemerintah Kota Medan; 

2. Mewujudkan aparatur Pemerintah Kota Medan yang bebas dari 

narkotika dan obat terlarang (narkoba). 

 



79 

 

Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

 Arah Kebijakan: 

1. Menyelenggarakan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit 

yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara 

adil dan wajar; 

2. Mendorong pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai 

ASN minimal 20 jam pelajaran dalam setahun; 

3. Terlaksananya tes narkoba secara berkala terhadap pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) instansi. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta visi 

dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Medan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

notabene berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai dalam lima tahun mendatang (2021-2026) dengan mengoptimalkan 

semua sumber daya yang ada. 
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Tabel 7.1. 

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan  

Sumber Daya Manusia Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 

Dokumen 
Indikator 
Kinerja 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Periode 

Target Capaian 

Kondisi 
Kinerja 
Akhir 

Periode 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

RPJMD 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

B B B A A A A A 

Renstra 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

A A A A A A A A 

 

Pada akhirnya diharapkan melalui keberadaan Renstra ini 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan dapat berlangsung 

secara efektif, efisien, dan optimal sehingga tercapailah kondisi yang dicita-

citakan sesuai dengan visi yang dicanangkan. 
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BAB  VIII 

PENUTUP 

 

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan 

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Medan ini dirumuskan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Oleh 

karena itu, Renstra ini diharapkan dapat mendukung proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Medan untuk 

mewujudkan masyarakat kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. 

Khususnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan peranan sumber 

daya aparatur Pemerintah Kota Medan agar dapat memberikan kontribusi 

yang besar dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Medan. 

Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dilaksanakan secara 

bertahap sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan 

pendanaan dan jika dipandang perlu dapat dilakukan perubahan sesuai 

dengan perkembangan pembangunan kota Medan yang memerlukan 

langkah-langkah penyesuaian terhadap Renstra tersebut. Penyusunan 

Renstra ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian 

Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan baik dalam 

hal aparatur maupun kelembagaan. 

Namun demikian kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan 

demi mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi tidak terlepas dari 

dukungan berbagai pihak—baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi 

serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah 
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Kota Medan—yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan 

demi perbaikan kinerja. 

Meskipun disadari bahwa terwujudnya Aparatur Sipil Negara 

Pemerintah Kota Medan yang profesional dan sejahtera bukan merupakan 

hal yang mudah untuk diwujudkan tetapi mengingat peranannya sebagai 

OPD yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam 

menjalankan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Medan mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya selama 

lima tahun ke depan dalam langkah konkret sehingga dapat berkembang 

dinamis seiring dengan tuntutan perubahan paradigma menuju peningkatan 

kualitas pelayanan publik kota Medan. 
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Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

 
 
 
 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

KEPALA BADAN 

(ZAIN NOVAL, S.S.T.P, M.A.P.) 

KASUBBID JABATAN 

(MASRIFAH SIREGAR, S.S.) 

UPT 

KASUBBID DISIPLIN 

(MHD. ASNAN, S.H., M.Hum.) 

 

KABID PENGEMBANGAN KARIR 

(MUHAMMAD HAFIZ, S.Sos., M.A.P.) 

KABID MUTASI DAN 

KESEJAHTERAAN PEGAWAI 

            (INDRA GUNAWAN, S.H.) 

NIP 19740810 199403 1 002 

KASUBBID MUTASI 

  (ADI UMARTO PARINDURI, S.E.) 

 

KASUBBID KEPANGKATAN 

(THORIQ BIN ZIADATTAUFIQ, S.E..) 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

 

 

KABID PENGADAAN DAN DATA 

KEPEGAWAIAN 

(HENDRA RIDHO G. SIREGAR, A.P., M.Si.) 

KASUBBID PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI  

(AHMAD KHAIDIR,S Kom., M.T.) 

KASUBBID DATA DAN ARSIP 

(SUMINTO,S.Sos.)                              

SEKRETARIS 

(BAGINDA P. SIREGAR, A.P., M.Si.) 

KASUBBAG UMUM 

(DOHARNI S. PASARIBU, S.S.T.P., M.Si) 

NIP 19650529 199303 2 001 

KASUBBAG  KEUANGAN 

(IMRAN, S.H.) 

NIP 19630825 198403 1 02 

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM 

(M. FAZWAR WAHID, S.T., M.Si.) 

    NIP 19641115 198611 1 001 

KASUBBID KESEJAHTERAAN DAN 

FASILITASI PROFESI ASN 

(ANITAWATI, S.E.) 

KASUBBID PENILAIAN DAN 

EVALUASI KINERJA 

(SITI ZULAIHA, S.Psi., M.Kes.) 

 

KASUBBID PENGADAAN 

(BABY ESLY Z. HARAHAP, S.Kom., M.Kom.) 

KASUBBID DIKLAT TEKNIS 

FUNGSIONAL 

(NURASIAH RANGKUTI, S.H.) 

 

KABID PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

(ADRIAN SALEH, S.E.) 

 

KASUBBID DIKLAT KEPEMIMPINAN 

DAN SERTIFIKASI 

   (YANCE IRAWAN NASUTION, S.Sos.) 

 

KASUBBID PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

(Ir. NETTI EFRIDAWATI PURBA) 
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Lampiran 2. Realisasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

No 

Indikator Kinerja 
seusai Tugas 
dan Fungsi 
Perangkat 

Daerah 

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Realisasi Capaian pada Tahun  Rasio Capaian pada Tahun (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Persentase 
prasarana dan 
sarana kantor 
yang memadai  

- - - - 77,50% 80,00% 82,50% 85,00% - 80,00% 100,00% 90,00% - - 103,23% 125,00% 109,09% - 

2 

Persentase 
penyelesaian 
pelayanan 
kepegawaian 
sesuai Standar 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

- - - - 92,50% 95,00% 97,50% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% - - 108,11% 105,26% 102,56% - 

3 

Dokumen 
pelaporan 
organisasi yang 
dapat 
diselesaikan 
tepat waktu 

- - - - Ya Ya - - - Ya Ya - - - 100,00% 100,00% - - 

4 

Dokumen 
perencanaan 
organisasi yang 
dapat 
diselesaikan 
tepat waktu 

- - - - Ya Ya Ya Ya - Ya Ya Ya - - 100,00% 100,00% 100,00% - 

5 

Persentase 
distribusi PNS 
dalam rangka 
penataan 

- - - 3,50% 3,40% 3,35% 3,30% 3,25% 3,50% 2,04% 4,05% 1,69% - 100,00% 140,00% 79,10% 148,79% - 

6 

Persentase SK 
kenaikan 
pangkat terbit 
tepat waktu 

- - - 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 103,30% 99,40% 98,89% 95,68% - 108,74% 103,54% 101,95% 97,63% - 
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7 

Persentase PNS 
yang 
mendapatkan 
penghargaan 
Satyalancana 

- - - 80,00% 82,50% - - - 121,00% 0,00% - - - 151,25% 0,00% - - - 

8 

Persentase PNS 
yang memasuki 
batas usia 
pensiun (BUP) 
yang mengikuti 
pelatihan 
keterampilan 
berwirausaha 

- - - - - 22,50% 25,00% 27,50% - - 42,70% 0,00% - - - 189,78% 0,00% - 

9 

Persentase 
jabatan 
struktural 
eselonering 
yang terisi 

- - - 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 65,00% 92,32% 95,48% 88,21% - 92,86% 123,09% 119,35% 103,78% - 

10 

Persentase PNS 
dengan jabatan 
fungsional 
tertentu (JFT) 

- - - 55,00% 56,25% 57,50% 58,75% 60,00% 52,50% 58,19% 58,44% 53,86% - 95,45% 103,45% 101,63% 91,68% - 

11 

Persentase 
penetapan 
keputusan 
pelanggaran 
disiplin PNS 

- - - 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% 0,30% 0,29% 0,20% 0,31% 0,41% - 114,71% 139,39% 103,13% 67,74% - 

12 

Persentase PNS 
wajib lapor 
LHKPN 
(Laporan Harta 
Kekayaan 
Penyelenggara 
Negara) yang 
melaporkan 
harta 
kekayaannya 

- - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 90,52% 100,00% 100,00% - 0,00% 90,52% 100,00% 100,00% - 
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13 
Persentase 
akurasi data 
digital PNS  

- - - 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 82,50% 98,78% 105,48% 93,73% - 103,13% 116,21% 117,20% 98,66% - 

14 

Persentase 
keberhasilan 
pengembangan 
fitur aplikasi 
Sistem Informasi 
Manajemen 
Kepegawaian 
(Simpeg) Kota 
Medan  

- - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 600,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 600,00% 100,00% 100,00% - 

15 

Persentase 
pengelola 
kepegawaian 
yang mampu 
menyusun 
formasi ASN 
dengan benar 

- - - - 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% - 52,63% 94,12% 100,00% - - 75,19% 117,65% 111,11% - 

16 

Persentase 
pejabat 
struktural yang 
mengikuti 
pelatihan 
kepemimpinan 
sesuai 
jenjangnya 

- - - 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 30,00% 32,04% 30,52% 30,30% - 75,00% 71,20% 61,04% 55,09% - 

17 

Persentase PNS 
yang 
memperoleh izin 
belajar dan 
tugas belajar 

- - - 0,36% 0,37% 0,38% 0,39% 0,40% 0,30% 0,44% 0,94% 0,56% - 83,33% 118,92% 247,37% 143,59% - 

18 

Persentase ASN 
yang mengikuti 
pelatihan 
teknis/fungsional 

- - - 10,00% 12,50% 15,00% 17,50% 20,00% 5,50% 5,05% 7,81% 1,98% - 55,00% 40,40% 52,07% 11,31% - 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, Januari 2021  



87 

 

 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

No Uraian 

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun 
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran 

pada Tahun (%) 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
Angga 

ran 
Reali 
sasi 

- 

Penunjang 
Urusan 
Kepegawaian 
serta 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

25.246.452.760 27.840.247.522 29.899.118.821 22.246.670.627 29.439.068.357 16.738.230.252 16.366.352.545 22.508.752.068 18.264.970.900 - 66,3% 58,8% 75,3% 82,1% - 6,1% 8,6% 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, Januari 2021 
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Lampiran 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

Tujuan 
Indikator 
Tujuan 

Target Kinerja Tujuan pada Tahun 
Sasaran 

Indikator 
Sasaran  

Target Kinerja Sasaran pada Tahun  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 

Mewujudkan 
pelayanan 
kepegawaian yang 
prima 

Nilai indeks 
kepuasan 
masyarakat 

3,26 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 1. 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian  

Mutu pelayanan 
indeks 
kepuasan 
masyarakat 

A A A A A A 

2. 

Mewujudkan 
pegawai ASN yang 
kompeten, 
profesional, 
berintegritas, dan 
berdaya saing tinggi 

Nilai indeks 
profesionalitas 
pegawai ASN 

46 49 52 55 58 61 

1. 
Meningkatnya 
profesionalitas dan 
perilaku kerja pegawai 

Persentase 
PNS jabatan 
fungsional 

55% 56% 57% 58% 59% 60% 

2. 
Meningkatnya 
kompetensi sumber 
daya manusia aparatur 

Persentase 
pegawai ASN 
yang mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan formal 

15% 16% 17% 18% 19% 20% 
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Lampiran 5. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU, DAN KONDUSIF 

Misi ke-3 : 
Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta 

terciptanya pelayanan publik yang prima, adil, dan merata 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. 

Mewujudkan 

pelayanan 

kepegawaian yang 

prima 

1. 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan administrasi 

kepegawaian  

a. Membuat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) a. 
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui 

kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

b. 
Menyelenggarakan pelayanan kepegawaian secara 

terpadu 
b. 

Penyediaan ruangan untuk konsultasi dan pengaduan 

mengenai kepegawaian 

c. 

Mewujudkan Simpeg menjadi sistem informasi ASN 

daerah yang efektif dan efisien dalam pengambilan 

keputusan berkenaan dengan Manajemen ASN 

c. 
Pengembangan fitur manajemen karir yang dapat mengukur 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS 

d. 

Sinkronisasi Simpeg Kota Medan dengan sistem 

informasi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian 

Negara 

d. 
Integrasi database kepegawaian instansi dengan aplikasi 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

e. 
Akurasi data digital kepegawaian seluruh PNS 

instansi 
e. 

Verifikasi dokumen perorangan secara dalam jaringan 

(online) melalui komputer dan gawai (gadget) 

f. 
Optimalisasi jaringan untuk mendukung kinerja sistem 

informasi melalui kolaborasi dengan lembaga terkait 
f. 

Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika   

Kota Medan serta Universitas Sumatera Utara untuk 

ketersediaan infrastruktur teknologi informasi 

2. 

Mewujudkan 

pegawai ASN yang 

kompeten, 

profesional, 

berintegritas, dan 

berdaya saing tinggi 

1. 

Meningkatnya 

profesionalisme dan 

perilaku kerja pegawai 

a. 
Menerapkan kebijakan Sistem Merit dalam 

penyelenggaraan Manajemen ASN instansi 
a. 

Menyusun standar kompetensi jabatan dan membangun 

assessment center 

b. 
Mengalihkan PNS dari Jabatan Administrasi ke 

Jabatan Fungsional 
b. 

Penyusunan pola karir instansi dan perbaikan tambahan 

penghasilan PNS (TPP) jabatan fungsional 
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c. 

Melakukan penataan PNS sesuai hasil pemetaan 

Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja 

(ABK) 

c. Pendistribusian PNS sesuai dengan kebutuhan OPD 

d. 
Menegakkan peraturan disiplin dan kode etik perilaku 

PNS 
d. Pembinaan disiplin PNS melalui sosialisasi dan pemantauan 

e. 
Memberikan penghargaan kepada PNS yang 

berprestasi dalam kinerja dan inovasi 
e. 

Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya dan 

Pemerintah Kota Medan Award secara reguler 

2. 

Meningkatnya kompetensi 

sumber daya manusia 

aparatur 

a. 
Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan secara 

kuantitas dan kualitas 
a. 

Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan 

kompetensi instansi 

b. 
Mendorong partisipasi Pegawai ASN untuk 

mengembangkan kompetensinya 
b. 

Penyelenggaraan pelatihan nonklasikal, seperti: 

pembelajaran tatap maya (distance learning), 

mentoring/coaching, dll 

c. 
Memfasilitasi tugas dan izin belajar untuk PNS yang 

ingin menambah pengetahuan dan keahliannya 
c. 

Revisi peraturan Wali Kota untuk mendorong aparatur untuk 

mendapatkan beasiswa 
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 Lampiran 6. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 

Lokasi: Medan, Indonesia 

TUJUAN SASARAN 

PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 
Penan
ggung 
Jawab 

NAMA 
INDIKAT

OR 
CAPAIAN 

NAMA 
INDIKATOR 

HASIL 
NAMA 

INDIKATOR 
KELUARAN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

# Mewuju
dkan 
pelaya
nan 
kepega
waian 
yang 
prima 

A
. 

Meningk
atnya 
kualitas 
pelayana
n 
administr
asi 
kepegaw
aian  

I. Penunja
ng 
Urusan 
Pemerint
ahan 
Daerah 
Kabupat
en / Kota 

Jumlah 
dokumen 
perencan
aan, 
penataus
ahaan, 
dan 
pelapora
n yang 
tersusun 

1
. 

Perenca
naan, 
Pengang
garan, 
dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangk
at 
Daerah 

Jumlah 
dokumen 
perencana
an dan 
pelaporan 
yang 
tersusun 

a
. 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
dokumen 
perencanaa
n yang 
tersusun 

2 doku
men 

65.230.0
00 

1 doku
men 

76.690.0
00 

1 doku
men 

75.000.0
00 

1 doku
men 

75.000.0
00 

1 doku
men 

75.000.0
00 

2 doku
men 

100.000.
000 

1 

b
. 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah 
dokumen 
pelaporan 
kinerja yang 
tersusun 

1 doku
men 

58.980.0
00 

1 doku
men 

70.440.0
00 

1 doku
men 

75.000.0
00 

1 doku
men 

75.000.0
00 

1 doku
men 

75.000.0
00 

1 doku
men 

75.000.0
00 

1 

2
. 

Administ
rasi 
Keuanga
n 
Perangk
at 
Daerah 

Jumlah 
pegawai 
ASN yang 
diberikan 
gaji dan 
tunjangan 

a
. 

Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Frekuensi 
pemberian 
gaji dan 
tunjangan 
kepada 
pegawai 
ASN 

14 kali 12.699.1
19.000 

14 kali 12.699.1
19.000 

14 kali 13.002.3
10.085 

14 kali 13.265.7
28.688 

14 kali 13.747.8
64.507 

14 kali 14.022.4
30.442 

1 

Persenta
se 
prasaran
a dan 
sarana 
kantor 
yang 
tersedia 
dan 
berfungsi 

3
. 

Penyedi
aan Jasa 
Penunja
ng 
Urusan 
Pemerint
ahan 
Daerah 

Jumlah 
tagihan 
jasa 
penunjang 
yang 
dibayarkan 

a
. 

Penyediaan 
Jasa Surat-
Menyurat 

Jumlah 
dokumen 
yang 
terkirim 
melalui jasa 
pengiriman 

200 surat 10.000.0
00 

2.2
00 

surat 36.000.0
00 

2.0
00 

surat 35.000.0
00 

2.0
00 

surat 35.000.0
00 

2.0
00 

surat 35.000.0
00 

2.0
00 

surat 35.000.0
00 

1 

b
. 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Frekuensi 
tagihan jasa 
komunikasi 
(internet, 
SMS, 
situsweb, 
dll) yang 
dibayarkan 

12 bula
n 

591.950.
000 

12 bula
n 

572.990.
000 

12 bula
n 

575.000.
000 

12 bula
n 

575.000.
000 

12 bula
n 

600.000.
000 

12 bula
n 

600.000.
000 

1 

4
. 

Administ
rasi 
Umum 
Perangk
at 
Daerah 

Intensitas 
penyeleng
garaan 
kegiatan 
untuk 
meningkat
kan 
kapasitas 
prasarana 
dan sarana 

a
. 

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Frekuensi 
penyediaan 
bahan 
logistik 
perkantoran 
(alat tulis 
kantor, 
bahan 
kebersihan, 
obat, dll) 

4 triwul
an 

175.222.
100 

4 triwul
an 

201.861.
000 

4 triwul
an 

185.000.
000 

4 triwul
an 

190.000.
000 

4 triwul
an 

195.000.
000 

4 triwul
an 

200.000.
000 

1 

b
. 

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Frekuensi 
penyediaan 
barang 
cetakan dan 
pengganda
an (kop 
surat, 
amplop 
berkop 
surat, 
fotokopi, dll) 

4 triwul
an 

149.280.
900 

4 triwul
an 

141.462.
500 

4 triwul
an 

160.000.
000 

4 triwul
an 

165.000.
000 

4 triwul
an 

170.000.
000 

4 triwul
an 

175.000.
000 

1 
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c
. 

Penyediaan 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

Jumlah 
peralatan 
rumah 
tangga 
kantor 
(televisi, 
peralatan 
dapur, dll) 
yang 
tersedia 

11 jenis 33.102.9
00 

0 jenis 0 3 jenis 33.180.0
00 

3 jenis 34.678.6
00 

3 jenis 38.000.0
00 

3 jenis 40.000.0
00 

1 

d
. 

Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

Jumlah 
tamu kantor 
yang 
disediakan 
makanan 
dan 
minuman 

500 oran
g 

14.750.0
00 

500 oran
g 

18.619.8
00 

550 oran
g 

19.250.0
00 

600 oran
g 

24.000.0
00 

650 oran
g 

26.000.0
00 

700 oran
g 

31.500.0
00 

1 

e
. 

Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

Frekuensi 
koordinasi/k
onsultasi ke 
luar 
organisasi 

70 kali 726.340.
000 

68 kali 1.040.50
0.000 

35 kali 750.000.
000 

35 kali 750.000.
000 

45 kali 850.000.
000 

60 kali 1.000.00
0.000 

1 

f
. 

Penatausahaa
n Arsip 
Dinamis pada 
SKPD 

Jumlah 
arsip 
dinamis 
yang 
diciptakan, 
dipelihara, 
dan 
disusutkan 
secara 
efektif dan 
efisien 

0 - 0 7.0
00 

doku
men 

57.015.3
44 

7.0
00 

doku
men 

100.000.
000 

7.0
00 

doku
men 

100.000.
000 

10.
000 

doku
men 

100.000.
000 

10.
000 

doku
men 

100.000.
000 

1 

5
. 

Pengada
an 
Barang 
Milik 
Daerah 
Penunja
ng 
Urusan 
Pemerint
ah 
Daerah 

Jumlah 
kebutuhan 
barang 
operasiona
l kantor 
yang 
terpenuhi 

a
. 

Pengadaan 
Mebel 

Jumlah 
perlengkap
an kerja 
kantor 
(meja, kursi, 
lemari, dll) 
yang 
tersedia 

6 jenis 65.620.6
00 

4 jenis 37.774.2
00 

4 jenis 75.000.0
00 

5 jenis 72.500.0
00 

5 jenis 90.000.0
00 

6 jenis 100.000.
000 

1 

b
. 

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 
peralatan 
kerja kantor 
(komputer, 
printer, AC, 
dll) yang 
tersedia 

9 jenis 148.118.
900 

3 jenis 70.104.0
00 

5 jenis 200.000.
000 

5 jenis 200.000.
000 

6 jenis 200.000.
000 

6 jenis 200.000.
000 

1 

6
. 

Pemelih
araan 
Barang 
Milik 
Daerah 
Penunja
ng 
Urusan 
Pemerint
ahan 
Daerah 

Jumlah 
kebutuhan 
perawatan 
barang 
operasiona
l yang 
terpenuhi 

a
. 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
kendaraan 
dinas 
perorangan 
yang 
dirawat atau 
diperbaiki 

20 buah 72.500.0
00 

22 buah 269.862.
000 

22 buah 250.000.
000 

22 buah 250.000.
000 

22 buah 275.000.
000 

22 buah 275.000.
000 

1 

b
. 

Pemeliharaan 
Mebel 

Jumlah 
perlengkap
an kantor 
yang 
dirawat atau 
diperbaiki 

2 jenis 25.000.0
00 

0 - 0 1 jenis 25.000.0
00 

1 jenis 25.000.0
00 

1 jenis 25.000.0
00 

1 jenis 25.000.0
00 

1 
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c
. 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 
peralatan 
kantor yang 
dirawat atau 
diperbaiki 

4 jenis 70.750.0
00 

4 jenis 61.100.0
00 

4 jenis 75.000.0
00 

4 jenis 75.000.0
00 

4 jenis 75.000.0
00 

4 jenis 75.000.0
00 

1 

d
. 

Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
komponen 
bangunan 
kantor yang 
dirawat atau 
diperbaiki 

2 jenis 100.750.
000 

2 jenis 231.690.
000 

1 jenis 130.000.
000 

1 jenis 105.000.
000 

1 jenis 90.000.0
00 

1 jenis 115.000.
000 

1 

7
. 

Administ
rasi 
Kepega
waian 
Perangk
at 
Daerah 

Jumlah 
pegawai 
ASN yang 
dikembang
kan 
profesional
ismenya 
menjadi 
pelayan 
publik 

a
. 

Pendidikan 
dan Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah 
pegawai 
ASN yang 
ditingkatkan 
kompetensi
nya untuk 
menunjang 
tugas dan 
fungsi 

90 oran
g 

165.533.
400 

90 oran
g 

213.683.
000 

90 oran
g 

170.000.
000 

90 oran
g 

170.000.
000 

90 oran
g 

175.000.
000 

90 oran
g 

175.000.
000 

1 

b
. 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapann
ya 

Jumlah 
pakaian 
dinas harian 
dan khusus 
hari tertentu 
beserta 
kelengkapa
nnya yang 
tersedia 

270 stel 269.399.
000 

0 - 0 180 stel 200.000.
000 

180 stel 200.000.
000 

180 stel 200.000.
000 

180 stel 200.000.
000 

1 

c
. 

Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian 
Kinerja 
Pegawai 

Frekuensi 
pemantaua
n dan 
penilaian 
disiplin 
serta kinerja 
aparatur 
instansi 

12 kali 223.600.
000 

12 kali 205.400.
000 

12 kali 200.000.
000 

12 kali 200.000.
000 

12 kali 200.000.
000 

12 kali 200.000.
000 

1 

d
. 

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
ditingkatkan 
wawasanny
a tentang 
peraturan 
kepegawaia
n 

80 oran
g 

97.905.0
00 

100 oran
g 

72.180.0
00 

80 oran
g 

100.000.
000 

80 oran
g 

100.000.
000 

80 oran
g 

100.000.
000 

80 oran
g 

100.000.
000 

5 

e
. 

Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
ditingkatkan 
pengetahua
nnya 
mengenai 
penerapan 
manajemen 
kepegawaia
n 

682 oran
g 

1.054.28
1.800 

482 oran
g 

607.013.
400 

665 oran
g 

997.500.
000 

640 oran
g 

960.000.
000 

648 oran
g 

972.000.
000 

710 oran
g 

1.065.00
0.000 

4 

II
. 

Kepega
waian 
Daerah 

Jumlah 
sistem 
informasi 
kepegaw
aian 
daerah 

1
. 

Pengada
an, 
Pemberh
entian 
dan 
Informasi 

Jumlah 
layanan 
kepegawai
an yang 
terhubung 
secara 

a
. 

Pengelolaan 
Sistem 
Informasi 
Kepegawaian  

Jumlah fitur 
sistem 
informasi 
ASN yang 
dikembangk
an 

1 fitur 499.247.
757 

1 fitur 360.190.
000 

1 fitur 400.000.
000 

1 fitur 400.000.
000 

1 fitur 400.000.
000 

1 fitur 400.000.
000 

4 
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yang 
dimanfaa
tkan 
pegawai 
ASN 
instansi 

Kepega
waian 
ASN 

dalam 
jaringan 
(online) 

b
. 

Pengelolaan 
Data 
Kepegawaian 

Jumlah data 
dokumen 
kepegawaia
n yang 
diperbarui 

13.
000 

data 154.140.
000 

12.
500 

data 441.909.
600 

12.
000 

data 150.000.
000 

11.
500 

data 150.000.
000 

11.
000 

data 150.000.
000 

10.
500 

data 150.000.
000 

4 

c
. 

Koordinasi 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian 

Jumlah 
surat 
keputusan 
pensiun 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
diterbitkan 
sesuai 
Standar 
Pelayanan 

900 SK 263.542.
000 

900 SK 335.866.
000 

900 SK 250.000.
000 

900 SK 250.000.
000 

900 SK 250.000.
000 

900 SK 250.000.
000 

4 

# Mewuju
dkan 
pegaw
ai ASN 
yang 
kompet
en, 
profesi
onal, 
berinte
gritas, 
dan 
berday
a saing 
tinggi 

A
. 

Meningk
atnya 
profesion
alisme 
dan 
perilaku 
kerja 
pegawai 

d
. 

Koordinasi dan 
Fasilitasi 
Pengadaan 
PNS dan 
PPPK 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
baru yang 
direkrut 

400 oran
g 

1.334.11
0.000 

500 oran
g 

1.112.25
2.000 

500 oran
g 

1.100.00
0.000 

500 oran
g 

1.100.00
0.000 

500 oran
g 

1.200.00
0.000 

500 oran
g 

1.200.00
0.000 

4 

e
. 

Penyusunan 
Rencana 
Kebutuhan, 
Jenis dan 
Jumlah 
Jabatan untuk 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
ASN 

Jumlah 
dokumen 
rencana 
kebutuhan 
pegawai 
ASN yang 
tersusun 

1 doku
men 

259.691.
000 

1 doku
men 

211.740.
000 

1 doku
men 

200.000.
000 

1 doku
men 

200.000.
000 

1 doku
men 

200.000.
000 

1 doku
men 

200.000.
000 

4 

Jumlah 
pelayana
n 
kepegaw
aian 
yang 
dilaksan
akan 
sesuai 
standar 
operasio
nal 
prosedur 

2
. 

Mutasi 
dan 
Promosi 
ASN 

Jumlah 
manajeme
n ASN 
yang 
diselengga
rakan 

a
. 

Pengelolaan 
Promosi ASN 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
dilantik 
dalam 
Jabatan 
Pimpinan 
Tinggi, 
Jabatan 
Administrasi
, dan 
Jabatan 
Fungsional 

150 oran
g 

1.189.89
0.000 

200 oran
g 

1.399.89
0.000 

250 oran
g 

1.500.00
0.000 

300 oran
g 

1.600.00
0.000 

350 oran
g 

1.700.00
0.000 

400 oran
g 

1.800.00
0.000 

3 

b
. 

Pengelolaan 
Kenaikan 
Pangkat ASN 

Jumlah 
surat 
keputusan 
kenaikan 
pangkat 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
diterbitkan 
sesuai 
Standar 
Pelayanan 

3.0
00 

SK 566.275.
000 

3.0
00 

SK 597.350.
000 

3.0
00 

SK 500.000.
000 

3.0
00 

SK 500.000.
000 

3.0
00 

SK 500.000.
000 

3.0
00 

SK 500.000.
000 

2 

c
. 

Pengelolaan 
Mutasi ASN 

Jumlah 
surat 
keputusan 
mutasi 
pegawai 
ASN 
instansi 

0 - 0 0 - 0 185 SK 200.000.
000 

170 SK 200.000.
000 

155 SK 200.000.
000 

140 SK 200.000.
000 

2 
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yang 
diterbitkan 

3
. 

Penilaian 
dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Aparatur 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang 
mendapatk
an 
pembinaan 
tentang 
reward 
(pengharg
aan) dan 
punishmen
t (sanksi) 
pegawai 
ASN 

a
. 

Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran 
Disiplin ASN 

Jumlah 
kasus 
pelanggara
n disiplin 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang tuntas 
ditangani 

50 kasu
s 

37.710.0
00 

50 kasu
s 

100.310.
000 

50 kasu
s 

100.000.
000 

50 kasu
s 

100.000.
000 

50 kasu
s 

100.000.
000 

50 kasu
s 

100.000.
000 

3 

b
. 

Pembinaan 
Disiplin ASN 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang dibina 
penegakan 
disiplinnya 

57 OPD 54.140.0
00 

57 OPD 303.840.
000 

0 OPD 0 0 OPD 0 0 OPD 0 0 OPD 0 3 

c
. 

Pelaksanaan 
Penilaian dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Aparatur 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang dibina 
penilaian 
kinerjanya 

57 OPD 241.125.
000 

57 OPD 186.065.
000 

57 OPD 200.000.
000 

57 OPD 200.000.
000 

57 OPD 200.000.
000 

57 OPD 200.000.
000 

3 

d
. 

Pengelolaan 
Pemberian 
Penghargaan 
bagi Pegawai 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
memperole
h 
penghargaa
n atas 
prestasi 

0 - 0 15 oran
g 

121.110.
000 

15 oran
g 

125.000.
000 

15 oran
g 

150.000.
000 

15 oran
g 

150.000.
000 

15 oran
g 

175.000.
000 

2 

B
. 

Meningk
atnya 
kompete
nsi 
sumber 
daya 
manusia 
aparatur 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
ditingkat
kan 
kompete
nsinya 

4
. 

Pengem
bangan 
Kompete
nsi ASN 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
ditingkatka
n kualitas 
kapasitasn
ya 

a
. 

Peningkatan 
Kapasitas 
Kinerja ASN 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
dikembangk
an 
kapasitasny
a dalam 
peningkatan 
kesejahtera
an 

300 oran
g 

460.060.
000 

300 oran
g 

469.760.
000 

300 oran
g 

450.000.
000 

300 oran
g 

450.000.
000 

300 oran
g 

450.000.
000 

300 oran
g 

450.000.
000 

2 

b
. 

Pengelolaan 
Pendidikan 
Lanjutan ASN 

Jumlah 
(calon) 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
diberikan 
dana 
bantuan 
pendidikan 

11 oran
g 

231.000.
000 

11 oran
g 

245.000.
000 

12 oran
g 

240.000.
000 

13 oran
g 

260.000.
000 

14 oran
g 

280.000.
000 

15 oran
g 

300.000.
000 

5 

c
. 

Koordinasi dan 
Kerjasama 
Pelaksanaan 
Diklat 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
mengikuti 
pelatihan 
pada 
instansi lain 

310 oran
g 

3.690.00
0.000 

277 oran
g 

2.927.50
0.000 

285 oran
g 

2.850.00
0.000 

290 oran
g 

2.900.00
0.000 

295 oran
g 

2.950.00
0.000 

300 oran
g 

3.000.00
0.000 

5 
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II
I. 

Pengem
bangan 
Sumber 
Daya 
Manusia 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
ditingkat
kan 
kompete
nsinya 

1
. 

Pengem
bangan 
Kompete
nsi 
Teknis 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
ditingkatka
n 
kompetens
i teknis dan 
sosio-
kulturalnya 

a
. 

Penyelenggara
an 
Pengembanga
n Kompetensi 
Teknis Umum, 
Inti, dan 
Pilihan bagi 
Jabatan 
Administrasi 
Penyelenggara 
Urusan 
Pemerintahan 
Konkuren, 
Perangkat 
Daerah 
Penunjang, 
dan Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
dikembangk
an 
kemampua
n teknisnya  

613 oran
g 

2.106.50
0.000 

738 oran
g 

2.532.35
0.000 

750 oran
g 

2.625.00
0.000 

750 oran
g 

2.625.00
0.000 

750 oran
g 

2.625.00
0.000 

800 oran
g 

2.800.00
0.000 

5 

2
. 

Sertifikas
i, 
Kelemba
gaan, 
Pengem
bangan 
Kompete
nsi 
Manajeri
al dan 
Fungsion
al 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
ditingkatka
n 
kompetens
i 
manajerial 
dan 
fungsional
nya 

a
. 

Penyelenggara
an 
Pengembanga
n Kompetensi 
bagi Pimpinan 
Daerah, 
Jabatan 
Pimpinan 
Tinggi, 
Jabatan 
Fungsional, 
Kepemimpinan
, dan 
Prajabatan 

Jumlah 
pegawai 
ASN 
instansi 
yang 
dikembangk
an 
kemampua
n 
manajerialn
ya 

90 oran
g 

1.534.20
4.000 

90 oran
g 

1.410.43
1.200 

120 oran
g 

2.000.00
0.000 

180 oran
g 

2.500.00
0.000 

180 oran
g 

2.500.00
0.000 

180 oran
g 

2.500.00
0.000 

5 

Jumlah 29.439.068.357 29.439.068.044 30.322.240.085 31.231.907.288 32.168.864.507 33.133.930.442 
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